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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.35/Menhut-11/2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA
KREDITNYA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.01/Menhut-11/2005 telah ditetapkan Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka
Kreditnya lingkup Departemen Kehutanan;

bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Nomor :
PER/3/M.PAN/3/2009, Peraturan Bersama Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya,
dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.40/Menhut-11/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-11/2012, maka Peraturan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu disempurnakan;
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Mengingat

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis
dan Angka Kreditnya lingkup Kementerian Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 No. 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 No. 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rl tahun 2012
No.53, Tambahan Lembaran Negara Rl No0.5286);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
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Menetapkan :

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang
Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya,;

Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
172010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
33/Menhut-11/2012;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-
11/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 383);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Bukti Kerja
Arsiparis;

Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 02 tahun
2004 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara
Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA
KREDITNYA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Arsiparis Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut arsiparis
adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang
diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung
jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Arsiparis tingkat terampil adalah arsiparis dengan kualifikasi teknis
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang pengelolaan
arsip dan pembinaan kearsipan.

Arsiparis tingkat ahli adalah arsiparis dengan kualifikasi profesional
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan arsip dan
pembinaan kearsipan.

Arsip Kementerian Kehutanan adalah rekaman kegiatan atau
peristiva dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan Kementerian Kehutanan dan disimpan selama jangka waktu
tertentu.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
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